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RINGKASAN

Pemerintah Daerah dapat dipandang sebesgai subyek hukum
karena Pemerintah Daerah merupakan badan hukum publik.
Kedudukannya sebagai badan hukum tersebut dibentuk atau diadakan
oleh Pemerintah Pusat atau negara, oleh karena itu Pemerintah Daerah
dapat melakukan perbuatan hukum, misainya di bidang hukum perdata
Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak
lain yang lazim disebut dengan pihak ketiga.

Mengingat sumber pendapatan daerah yang konvensional, yaitu
pajak daerah dan retribusi daerah kurang menunjang dalam
penyelenggaraan otonomi daerah sedangkan hasil pendapatan dari
perusahaan milik daerah pada realitasnya masih merupakan beban bagi
pemerintah daerah maka daerah dituntut untuk dapat mengembangkan
sumber pendapatan yang lainnya yang prospektif, antara lain dari hasil
pengelolaan daerah yang dipisahkan serta menjalin hubungan kerja sama
dengan pihak ketiga dalam pengelolaan asset daerah. Dalam hubungan
kerjasama tersebut pemerintah daerah "mengguna-usahakan” asset atau
barangnya sedangkan pihak ketiga berperan sebagai investor serta
operasionalnya. Disinilah akan banyak berkembang tantangan-tantangan
baru yang akan dihadapi karena tentunya konflik-konflik baru akan muncul
dan tidak dapat dihindar, muara dari hal itu adalah diperlukannya
penyelesaian secara hukum guna mendapatkan keadilan bagi para pihak
yang terikat hubungan kerja sama menyangkut pengelolaan barang
daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang dan dengan melihat
tenomena yang teriadi, maka penulis mencoba mengangkat temia skripsi
ini dengan judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN BUILD OPERATE
TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT
DENGAN PT. INTERNA PERMAI SEBAGAI FinAK KETH:A DALAM
RANGKA PENDAYAGUNAAN DAN PENGELOLAAN BARANG
DAERAH.

Xii
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Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara
yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
dokumentas: dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data yang
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan
dengan menggunakan metode deduksi,

Hasil dari pembahasan dapat diketahui bahwa Status hukum
Pemerintah Darerah dengan PT. Interna Permai dalam perjanjian kerja
sama pembangunan dan pengelolaan gedung Banceuy Permai adalah,
Pemerintah Daerah Jawa Barat yang notebenenya sebagai badan hukum
publik bertindak selaku otoritas pemberi kontrak sedangkan PT. Interna
Permai yang noiebene nya sebagai badan hukum privat berbentuk
perseroan, mempunyai kedudukan sebagai perusahaan otoritas penerima
kontrak atau tender. Bentuk pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah tunduk pada Buku lll KUH Perdata tentang
perikatan. Tetapi secara khusus terdapat pedoman terhadap pengelolaan
barang daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001, terdiri atas 4 (empat) bentuk yaitu:
a. Bangun Guna Serah atau Build Operate Transfer,

b. Bangun Serah Guna atau Build Transfer Operate;
¢c. Bangun Serah atau Build Transfer,
d. Kerja sama operasi.

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan
skripsi ini yaitu bahwa Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga harus dapat dijadikan profit center, karena obyek
perjanjian tersebut menyangkut asset daerah yang seharusnya menjadi
sumber konfribusi yang cukup besar bagi pendapatan asii daerah.
Aparatur Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan profesionalisme
di bidang hukum perjanjian dan hukum ekonomi, termasuk dalam proses
penghitungan aset yang menjadi obyek perjanjian kerja sama dengan
Pihak Ketiga.

Xiii
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BABI |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan
sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi penigkatan
demokrasi dan kinerja daerah untuk kesejahteraan masvarakat menuju
masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah sebagi sub sistem penyelenggaraan
negara dimaksudkan untuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sesbagai daerah
olonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip
keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada
masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan
masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada
hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi yang meliputi
sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayvanan
masyarakat, fungsi distribusi, yaitu mengupayakan pemerataan
pembangunan dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan
keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi,
pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena
Daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan kepada
masyrakat. Tetapi pada pelaksanannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi
yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian,
pembagian ketiga fungsi tersebut dimaksudkan sebagai dasar pijakan dalam
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penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah. |

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka
daerah memerlukan suatu kewenangan otonom yang luas, nyata dan
bertanggung jawab secara proposional, dimana dapat diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Sedangkan mengenai sumber pembiayaan Pemerintah
Daerah dalam kerangka perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat,
maka dapat dilaksanakan atas dasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari,
pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan, pinjaman daerah dan
penerimaan lain-lain daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah
merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah
yang bersangkutan, dimana dapat merupakan dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1992 Tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan, bahwa:

“Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendatan asli daerah, yaitu:
1) hasil pajak daerah;
2) hasil retribusi daerah:
3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
yang dipisahkan; dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
b. dana perimbangan;
C. pinjaman daerah;
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah."
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Mengingat sumber pendapatan daerah yang konvensional, yaitu pajak
daerah dan retibusi daerah adalah kurang menunjang dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, sedangkan hasil pendapatan dari
perusahaan milik daerah pada tataran realitasnya masih merupakan beban
bagi Pemerintah Daerah. Maka daerah dituntut untuk dapat mengembangkan
sumber pendapatan lainnya yang prospektif, antara lain dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta menjalin hubungan
kerja sama dengan pihak ketiga di dalam pengelolaan aset daerah,

Pemerintah Daerah dapat dipandang sebagai subyek hukum. karena
Pemerintah Daerah merupakan badan hukum publik dimana kedudukannya
sebagai badan hukum tersebut dibentuk aiau diadakan cleh Pamerintah
Pusat atau negara, Oleh karena itu Pemerintah Daerah dapat melakukan
perbuatan hukum, misalnya di bidang hukum perdata Pemerintah Daerah
dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak Iain yang lazim disebut
dengan Pihak Ketiga.

Pemerintah Daerah dalam kerangka penggalian pendapatan asl|
daerah di luar sektor pajak, retribusi dan hasil perusahaan milik daerah, dapat
mengoptimalisasikan pengelolaan kekayaan daerah yang berupa barang atau
aset daerah. Dimana barang daerah sebagai salah unsur penting dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka
harus dikelola dengan baik yang pada gilirannya dapat mewujudkan
pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitas. Dasar dasar
pjakan pengelolaan barang daerah oleh Pererintah Daerah tersebut
tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1992 Tentang Pemerintah
Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11
Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang Daerah. Dengan demikian, dalam
hubungan kerja sama tersebut Pemerintah Daerah "mengguna-usahakan"
aset atau barangnya, sedangkan Pihak Ketiga berperan sebagai investor
serta operasionalnya. Disinilah akan banyak berkembang tantangan-
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tantangan baru yang akan dihadapi, karena tentunya konflik-konflik baru akan
muncul dan tidak dapat dihindari, dimana muara dari hal itu adalah
diperlukannya penyelesaian secara hukum guna mendapatkan keadilan bagi
para pihak yang terikat hubungan kerja sama menyangkut pengelolaan
barang daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan dengan melihat fenomenanya yang
terjadi, maka penulis mencoba mengangkat tema skripsi ini dengan judul -
PELAKSANAAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER {(BOT)
ANTARA PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DENGAN PT., INTERNA
PERMAI SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN
DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

1.2 Ruang Lingkup Judul

Di dalem penyusunan skripsi ini perlu terdapat suatu pembatasan
untuk  menghindari salah pengertian atau kekaburan dar pokok
permasalahan, sertg menghindari pembahasan yang terialu meluas,
sehingga dapat mengurangi nilai iimiah dari skripsi ini. Penulis merasa perlu
untuk memberikan batasan pengertian judul sesuai dengan judul di atas yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengertian Build Operate Transfer (BOT) menurut Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Barang Daerah, dalam Manual Administrasi Barang Daerah
Bab VIl pasal 3a., yaitu:

“...pemanfaatan tanah dan atau  bangunan  milik/dikuasai
Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga
membangun bangunan siap pakai dan atay menyeadiakan,
menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau
bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama galam waktu
tetentu  untuk kemudian setelah jangka wakiu berakhir
menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain
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berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaanya kepada

Pemerintah Daerah, serta membayar kontribusi sejumiah uang atas

pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan."

b. Pengertian Barang Daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah Ne. 11 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang

Daerah, dalam Manual Administrasi Barang Daerah pasal 2a, yaitu:

‘semua kekayaan Daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai yang
berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergeral: beserta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan
tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan paparan latar belakang di atas, maka
penulis dapat menyusun kerangka permasalahan dalam skripsi ini yang
dimaksudkan guna menentukan topik permasalahan, dimana merupakan
sesuatu hal yang memerlukan pemecahan dalam bab pembahasan. Dengan
demikian penggunaan kerangka permasalahan tersebut dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. bagaimanakah status hukum pihak Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam

perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga tersebut?

2. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut?

1.4 Tujuan Penulisan
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:
1. memenuhi salah satu prasyarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember:
2. memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum,
akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum:
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3. menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada waktu belajar di
bangku kuliah untuk membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan
tentram serta berkeadilan.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. sebagai usaha untuk mengetahui status hukum pihak Pemerintah Daerah
Jawa Barat di dalam hubungan perjanjian kerja sama dengan Pihak
Ketiga;

2. sebagai usaha untuk mengetahui pada tataran realitas akan pelaksanaan
perjanjian kerja sama antara pihak Pemerintah Daerah Jawa Barat
dengan PT. Interna Permai sebagai Pihak Ketiga:

1.5 Metodologi Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini tentunya perlu menggunakan metode
tertentu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Metodologi pada
hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan
dalam mempelajari dan menganalisa data serta memahami lingkungan yang
dihadapi (Soemitro, 1990:6). Metode sangat diperlukan dalam suatu penulisan
skripsi yang sifatnya ilmiah, agar penganalisahan dapat dilakukan dengan
benar sehingga kesimpulan yang akan diambil juga tepal. Metode yang
digunakan penulis, meliputi. pendekatan masalah, sumber data
pengumpulan data, dan analisa data yang telah diperoleh kemudian diakhiri
dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.
1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan masalah
dengan cara pendekatan Yuridis Sosiologi yaitu: suatu cara pendekatan
masalah dengan melakukan pengamatan dan pengambilan data yang
diperoleh dari wawancara langsung dengan sumber data (Soemitro, 1990 -
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10). Dari hasil yang didapatkan dihubungkan dengan permasalahan yang
menjadi pokok pembahasan . Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan
kajian secara teoritis dengan mengetahui kenyataan vang berlaku di
masyarakat untuk membahas dan memecahkan masalah yang ada.

1.5.2 Sumber Data
Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
a. sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian
dilapangan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak
yang terkait, yaitu: pihak Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pihak PT.
Interna Permai.
b. sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari -
1. peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada
hubungannya dengan mater penulisan skripsi
2. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan / atau iimu pengetahuan
tertentu, serta doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak
langsung berhubungan dengan materi penulisan skripsi
3. buku-buku literatur, makalah seminar dan media tulisan iainnya yang
menunjang penulisan skripsi, (Soemitro; 1990:12)

1.5.3 Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam memecahkan

masalah penelitian periu digunakan suatu metode penulisan yang tepat
Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah :
a. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara

mempelajari karya iimiah para sanana, literatur-literatur, dan peraturan
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perundang-undangan serta artikel yang berhubungan dengan skripsi ini,
dengan metode ini penulis memperoleh data tentang landasan teori-teori
hukum dan dasar hukum penulisan yang dapat dipergunakan untuk
memecahkan masalah atau menganalisis rumusan masalah yang ada.
(Soemitro,1990:51)

b. Pengamatan atau observasi
Pengamatan atau observasi secara langsung mengenai kegiatan
manusia serta permasalahan yang ditimbu:kan sehingga hasil dari
pengamatan diperoleh sesuai suatu kenyataan yang ada menjadi
sasaran perhatian dari penelitian ini.

C. wawancara atau interview
yailu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada
pihak Pemerintah Daerah Jawa Barat dan pihak PT. Interna Permai dan
atau dengan pihak-pihak yang berhubungan erat dengan permasalahan
dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat
mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi
didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah
hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro,
1990:138).

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu
suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai
suatu kejadaian yang khusus atau suatu metode pemoahasan yang dimulai
dari suatu permasalan yang bersifat umum menuju permasalah yang bersifat
khusus.
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PRHI
Bl

Tiper

BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa

Barat dengan PT. Interna Permai tentang Pembangunan dan Pengelolaan

Gedung Banceuy Permai di JI. Banceuy No. 8 Bandung tertuang Surat

Perjanjian No. 811/3700/HUK Tanggal 17 Apri 1984, Hal tersebut

dilatarbelakangi adanya pelimpahan atas lahan dan bangunan bekas

Lembaga Pemasyarakatan Banceuy dari Departemen Kehakiman kepada

Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Pelimpahan lahan dan bangunan tersebut dilaksanakan berdasarkan:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tanggal 28 Julj 1983 No.
641.5/6016/Assda | perihal Pelimpahan Ex Lembaga Pemesyarakatan
Banceuy;

2. Surat Menteri Kehakiman Tanggal 25 Agustus 1983 No, M.P1.10.01-08
perihal Pelimpahan areal tanah Lembaga Pemasyrakatan Banceuy:;

3. Surat Menteri Kehakiman Tanggal 31 Desember 1883 No. A.PLO1.01-119
perihal Gambar Perencanaan dan Rencana Biaya Rehabilitasi Lembaga
Pemasyrakatan Kebon Wary dan Perumahan Pegawai:

4. Surat Menteri Kehakiman Tanggal 19 Januari 1984 No. ELUM.04.71.238
perihal Pembangunan Lembaga Pemayrakatan:

o. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No, 98382/SK.213-Pem. Um/1984.

Pelimpahan lahan dan bangunan ex Lembaga Pemasyarakatan

Banceuy dari departemen Kehakiman kepada Pemerintah Propinsi Jawa

Barat disertai persyaratan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat harus

melaksanakan;

1. Rehabilitasi lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru yang terfetak di Ji.
Jakarta, Bandung;
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2, Pembangunan Perumahan Dinas Departemen Kehakiman:
a. dekat lembaga pemasyrakatan Kebon Wary sebanyak 2 (dua) unit

type C;

b. di komplek lembaga pemasyrakatan JI. Soekarno-Hatta, Bandung

sebanyak 25 unit type 36;

3. Rehabilitasi rumah tahanan POMDAM dan POMGAR di JI. Jawa,
Bandung;

4. Menyediakan 3 (tiga) buah mobil Kijang;

5. Menyerahkan tanah HPL seluas 5 Ha yang terletak di desa Cibubur,
Kecamatan ijanggis, Kabupaten Bogor.

Mengingat Pemerintah Propinsi Jawa Barat tidak memiliki dana untuk
memenuhi persyaratan yang dimaksud. Maka dilaksanakan perjanjian
kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Interna Permai,
sekaligus pula untuk pembangunan dan pengelolaan ex lahan dan bangunan
Lembaga Pemasyrakatan, Banceuy.

Obyek perjanjian kerja sama yang tertuang dalam “Surat Perjanjian
No. 011/3700/HUK Tanggal 17 April 1984, pasal 1 adalah lahan aset
Pemerintah Propinsi Jawa Barat seluas 14.000 m2 yang terdiri darn ex
lembaga pemasyarakatan Banceuy seluas 10.300 m2 dan areal sekutarnya
seluas 3.700 m2 yang terletak di JI. Banceuy No. 8 Bandung, dengan batas-
batas:

1. Utara . Jalan ABC:

2. Selatan :Jalan Belakang Factory;
3. Timur - Jalan Cikapundung Barat;
4. Barat ' Jalan Banceuy.

Bentuk perjanjian antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan PT,
Interna Permai tentang pembangunan dan pengelolaan Gedung Banceuy
Permai NO. 8 Bandung adalah Bangun Serah Guna (Build Operate Transfer).
Perjanjian tersebut jangka waktunya adalah 30 tahun, dan setelah masa
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perjanjian berakhir maka aset yang dibangun akan sepenuhnya dimiliki atau

dikuasai oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Hak dan Kewajiban masing-masing pihak di dalam pelaksanaan

perjanjian kerja sama tersebut, yang tertuang pada Surat Perjanjian No.
811/3700/HUK Tanggal 17 April 1984, meliputi:
1. Hak Pemerintah Propinsi Jawa Barat :

a.

memperoleh hak pengelolaan seluas 14.000 m2 atas beban biaya PT.
Interna Permai:

memperoleh gedung Banceuy Fermai yang sudah dibangun seielah
jangka waktu kerja sama berakhir;

memeroleh ruangan bangunan pertokoan seluas 500 m2 setelah
bangunan selesai:

membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak, apabila PT,
Interna Permai tidak menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.
300.000.000,00.

2. Kewajiban Pemerintah Propinsi Jawa Barat -

a.

b.

memebebaskan tanah beserta bangunan yang terletak di sekitar ex
Lembaga Pemasyarakatan Banceuy atas beban biaya PT> Interna
Permai;

memberikan hak kepada PT. Innterna Permai untuk mengelola
Gedung Banceuy Permai selama 30 (tiga puluh) tahun.

3. Hak PT. Interna Permai -

g,
b.

memproses hak Guna Bangunan selama 30 tahun:

memperoleh hak untuk mengelola Gedung Banceuy Permai seiam 30
tahun:

mengelola tempat parkir:

memeperoleh pengahasilan dari dana penggantian biaya atau
konstruksi ditambah keuntungan yang layak dari calon pemakai
tempat atau ruangan:
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a;

memeperoleh pricritas utama pengelolaan selanjutnya setelah jangka
waktu kerja sama berakhir

4. Kewajiban PT, Interna Permai :

a.

b.

membangun pusat pertokoan 4 lantai seluas 4.365 m2 perkantoran 3

lantai seluas 2000 m2 dan fsilitas Penunjang lainnya yang diperlukan:

membiayai pembebasan tanah dan bangunan di sekitar ex Lembaga

Pemasyarakatan Banceuy:

melaksanakan rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kebon Wary

yang lerletak dj JI. Jakarta, Bandung,

membangun perumahan dinas Pegawai Departemen Kehakiman:

(a) terletak dekat Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, sebayak 2
unit type C:

(b) terletak di komplek Lembaga Pemasyarakatan Jj Soekarno-Hatta
Bandung, sebayak 25 unit type 36:

melaksanakan rehabilitasi rumah tahanan POMDAN dan POMGAR di

JL. Jawa, Bandung:

menyediakan 3 buah mobil Kijang;

membiayai seluruh pelaksanaan proyek:

h. menyediakan jaminan kesanggupan sebesar Rp. 300.000 000,00:

menyelesaikan administrasi dan pembiayaan penyerahar HPL tanah
seluas 5 Ha yang terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten Bogor dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada
Departemen Kehakiman;

menyerahkan ruangan bangunan pertyokoan seluas 500 m2:
mengasuransikan proyek pembangunan Gedung Banceuy
Pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut dalarn tataran realitas

diwarnai dengan perselisihan sebagai akibat dari para pihak yang telah
melakukan wanprestasi. Perselihan tersebut pada akhirmya diselesaikan
melalui cara melalui cara Musyawarah di luar pengadilan (non litigasi)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2 Dasar Hukum
1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. Pasal 18 ayat (1):
"‘Negara Kesatuan Republik Indonesia di bai atas daerah-daerah
provinsi, daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang”,

b. Pasal 18 ayat (2):
“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur
dan mengurus sendiri pemerintahan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan”

c. Pasal 18 ayat (5):
"Pemerintahan daerah menjalankan ototnomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintahan pusat.”

d. Pasal 18 ayat (6)
‘pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.”

Z. TAP MPR Rl No. X/MPR/1998, Tentang Pokok-pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara.

3. TAP MPR RI No. XV/IMPR/1998, Tentang Otonomi Daerah: Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang
berkeadilan: serta Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah,
antara lain:
a. Pasal 1 huruf (h)

Otonomi daerah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undang.

b. Pasal 1 huruf (i)

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyrakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakar sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
a. Pasal 266, menyatakan:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang bertimbal balik, manakalah salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan
tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan dimintakan kepada
hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat
batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam
perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan,
hakim akan leluasa untuk, menuru® keadaan, atas permintaan sin
tergugat, memeberikan suaty jangka wakiu masih juga
memenuhi jkewajibannya jangka waktu mana namun itu tidak
boleh dari satu bulan,

b. Pasal 1267, menyatakan:

pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian
biaya kerugian dan bunga.

c. Pasal 1313, menyatakan:

‘suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana saty orang
atau lebih mengikatkan dirinnya terhadap orang lain atau lebih.”
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d. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
3. suatu hal tertentu:
4. suatu sebab yang halal.”

e. Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan
dengan itikad baik.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun
2001, Tentang Pengelolaan Barang Daerah :

a. Pasal 3a Dalam Manual Administrasi Barang Daerah Bab VI
menyatakan:

Bulid Operate Transfer (Bangun Serah Guna) adalah
pemanfaatan tanah dan atau pangunan  milik/dikuasai
Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga
membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan,
menambah sarana lain berikut fasiliias diatas tanah dan atau
bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam
waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir
menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain
berikut fasilitasnya tersebut bessrta pendayagunaanya kepada
Pemerintah Daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang
atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan.

b. Pasal 2a Dalam Manual Administrasi Barang Daerah, menyatakan:

Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang dimiliki
maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbun-tumbuhan
kecuali uang dan surat berharga lainnya.
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Menurut Abdul Kadir Muhammad (1993:78) bahwa “perjanjian adalah
suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri
untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

Apabila antara dua orang atau lebih tercapai suatu persesuaian
kehendak untuk mengadakan suatu lkatan, maka terjadilah antara mereka
suatu persetujuan.Terjadinya persesuaian kehendak dapat dilakukan secars
lisan dan tertulis.

Dari pengertian perjanjian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur
perjanjian, yaitu
1. terdapat sedikitnya dua pihak

Parapihak yang ada bertindak sebagai subyekperjanjian. Subyekini bisa
terdiri dari manusia atau badan hukum. Apabila para pihak tersebut
adalah manusia maka harus dewasadan cakap hukum.
2. terdapat persetujuan para pihak
Persetujuan ini harus dibuat oleh para pihak tanpapaksaan atau
tekanan,dimana dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk
mengadakan tawar-menawar diantara keduanya.
3. terdapat tujuan yang akan dicapai
Tujuan dalamperjanjian harusiah bersifat tidak bertentangan dengan
Undang-undang, kesusilaan,dan ketertiban umum.
4. terdapat prestasi yang harus dilaksanakan
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan olehpara pihak sesuai
dengan perjanjian.
3. terdapat bentuk tertenty
Bentukperjanjian harus ditentukan dahulu agar perjanjian tersebut
mempunyai kekuatan mengikat dan baky.
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6. terdapat syaral-syarat tertentu
Suatu perjanjian secara sah berlaku sebagai Umdang-undang bagimerexa
yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) jika dalam perjanjian
tersebut terdapat syarat-syarat tertentu (Hasanuddin, 1998 1 38).
Dalam melakukan perjanjian, harus diingat bahwa disamping harus
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada, maka juga harus
memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada
umumnya. Menurut Sumardi (1995:41) asas yang terdaoat dalam hukum
perjajian adalah
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah, bahwa para
pihak bebas mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri, balk
terhadap perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun
yang belum ada pengaturannya. Dengan asas ini, sering disebut bahwa
hukum perjanjian menganut sistem terbuka sebagal mana diatur dalam
pasal 1338 KUH Perdata.

b. Asas Kesepakatan (konsensual)
Maksud dari asas ini adalah, bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup
dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian
tersebut, maka pada saat itu juga perjanjian sudah sah atau lahir dan
mempunyai kekuatan yang mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan
hukum lain kecuali perjanjian yangbersifat formal. Asas Konsensus ini
merupakan asas yang universal yang terdapat dalam KUH Perdata,
khususnya dalam hukum Perikatan. Konsensus merupakan syarat mutlak
bagi lahimya perjanjian dalam perjanjian modern

C. Asas ltikad Baik
Asas ini sangat penting dalam membuat suatu peranjian. Yang dimaksud
dengan itikad baik disini adalah bertindak sebaga pribadi yang baik. Asas
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ini berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila
suatu ketika terjadi suatu sengketa di pengadilan.

d. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sun Servada)
Asas kekuatan mengikat ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata yang menegaskan bahwa "Suatu persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Konsekwensi dari asas ini adalah, bahwa sejak
dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula peranjian
itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang dalam hal
Ini berarti bahwa pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan berakibat
hukum sama dengan melanggar undang-undang.

€. Asas Berlakunya Perjanjian
Pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang
membuatnya, oleh karena ity perjanjian yang dibuat tidak boleh
merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali perjanjian tersebut
dibuat untuk kepentingan pihak ketiga.

f. Asas Kepatutan dan Kebiasaan
Asas kepatutan dan kebiasaan harus diperhatikan dalam membuat suatu
perjanjian. Sebagai ukuran dari kepatutan dan kebiasaan adalah
pergaulan hidup masyarakat dimana perjanjian itu dilaksanakan.

2.3.1.2 Keabsahan Perjanjian
Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empal syarat, yaitu
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang
pokok yang dimaksudkan dalam peranjian yang bersangkutan
menimbulkan  perjanjian atay mengikat sebagai perjanjian bagi para
pihak yang membuatnya.
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b. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah
cakap menurut hukum.

¢c. mengenai suatu hal tertentu:

sebagai syarat ketiga disebutkan suatu perjanjian harus mengenai hal
tertentu, artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenaj hak dan
kewajiban kedua belah pihak jika timbu! perselisihan. Barang yang
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
Barang itu sudah ada atau berada ditangannya si berhutang pada waktu
perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

d. suatu sebab yang halal.
sebab yang halal ini dimaksudkan tidak lain adalah isi perjanjian itu tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum (Subekti, 1989:18-19).
Keempat syarat tersebut dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua ) bagian
yaitu:

1. syarat subyektif, syarat ini ditujukan pada dua syarat pertama di atas
karena keduanya menitik beratkan pada orang-orangnya (subyek hukum
yang telah melakukan perjanjian). Subyek hukum ini harus dalam
keadaan sehat akal dan tidak tertekan jiwanya. Tidak terpenuhinya syarat
subyektif maka perjanjian dapat diminta pembatalan.

2. syarat obyektif,karena berkenaan dengan obyek perjanjian itu sendiri. Jika
syaral obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal
demi hukum (Subekti, 1989: 19).

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena
mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedang

dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif, karena mengenai
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perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukurn yang dilakukan
(Subekti, 1982:17-19).

Suatu perjanjian bila telah memenuhi unsur dalam pasal 1320
KUHPerdata berarti perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan mengikat
seperti yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

(1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
undang bagi mereka yang membuatnya

(2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu

(3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata
tersebut diatas maka dapat diketahui adanya asas kebebasan berkontrak,
yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau bebas untuk
menentukan isi suatu perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

23.2 Build Operate Transfer (BOT)
2.3.2.1 Pengertian Build Operate Transfer0

Pengertian Build Operate Transfer (BOT) menurut Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Barang Daerah, dalam Manual Administrasi Barang Daerah Bab VIl pasal
3a., yaitu:

pemanfaatan tanah dan atau bangunan milikidikuasai Pemerintah
Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketigs membangun
bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain
berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan
mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian
setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan
bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta
pendayagunaannya kepada Pemerintah Daerah, serta membayar



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Vo
(]

kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.”

Transaksi-transaksi yang seringkali disebut dengan Build, Operate and
Transfer (BOT), sebenarnya merupakan salah satu bentuk saja dari suatu
pola berbisnis yang dikenal dengan sebutan Privately Financed Infrastructure
Projects (PFIP) atau Concession Based Project Financing (CBPF). Dimana
secara definitif, Bayu Seto (1999:25) menyatakan, yaitu:

transaksi yang mendasari kerja sama yang melibatkan pemerintah atau
badan usaha milik pemerintah suatu negara dengan sebuah entitas
swasta untuk membangun, mengembangkan, memelihara dan
mengoperasikan suatu fasilitas infrastruktur., sebagai imbaian atas hak
yang diperoleh pihak swasta untuk memungut pembayaran tertentu
kepada dari masyrakat atau pemerintah itu untuk penggunaan, atauy
pemanfaatan jasa/produk yang dihasilkan oleh fasilitas infrastruktur
tersebut untuk jangka waktu tertentu.
Pemerintahan suatu negara (atau BUMN) mengadakan suatu
perjanjian dengan sebuah perusahaan dari sektor swasta, dimana

perusahaan swasta tersebut pada dasarnya:

(1) Berjanji untuk menanggung pembiayaan, merencanakan dan
mendesain dan membangun suatu fasilitas infrastruktur atas biaya
sendiri (aspek Build);

{2) Memperoleh konsensi dari pemerintah untuk mengoperasikan dan untuk
memperoleh keuntungan dari pengoperasian proyek infrastruktur yang
dibangun itu (aspek Operate):

(3) Menyerahkan kembali fasilitas itu kepada intansi pemerintah setelah
jangka waktu pengoperasianfjangka waktu konsensi berakhir (aspek
Transfer).

Tujuan Pemerintah dalam penyelenggaraan bisnis tersebut. adalah:

1) mengalihkan resiko dan keuntungan dari pembangunan proyek-proyek

infrastruktur ke sektor swasta;
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2)

3)
4)

S)

mengurangi beban finansial dan administratif untuk proyek-proyek

semacam itu melalui privatisasi,

melalui privatisasi dapat mempercepat tingkat pertumbuhan ekocnomi;

meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta mutu pelayanan kepada

masyarakat, apabila proyek-proyek infrastruktur itu ditangani secara

profesional;

memiliki dan menguasai sepenuhnya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang

dapat melayani publik dengan baik setelah masa konsensi berahkir,
Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proyek-proyek yang dilandasi

dengan perjanjian tersebut meliputi:

1)

Pemerintah atau BUMN sebagai Otoritas Pemberi Kontrak

Pemerintah disini dapat diartikan Pemerintah Pusat atau Pemenntah

Daerah yang pada dasarnya memikul tanggung jawab atas terwujudnya

proyek. Organ pemerintah di sini dapat dispesifikasikan lebih lanjut ke

dalam:

(1) Organ perumus aturan (regulatori body) yang berdasarkan hukum
memiliki kewenangan untuk menerbitkan aturan-aturan untuk
mengatur pembangunan dan pengoperasian yang dihasilkan oleh
proyek;

(2) Organ pemberi proyek (procuring entily) yang bertanggung jawab
dalam pemilihan sponsor proyek (pihak swasta} serta menentukan
pemegang tender proyek.

Pihak pemerintah ini pada dasarnya merupakan pihak yang memberikan

konsensi, baik melalui peraturan perundang-undangan atau melalui

penerbitan perjanjian konsensi (concenssion agreement) dengan pihak
swasta. Dalam konsensi itu juga tercakup kewenangan (kewajiban) organ
pemerintah tersebut untuk:

(1) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kemajuan
pembangunan dan berjalannya pengoperasian proyek;

i I\- »
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(2) memastikan bahwa proyek diselesaiakan pada waktunya sesuai
dengan rencana;

(3) memastikan bahwa standar mutu dan standar lainnya terpenuhi oleh
pihak swasta, baik dalam tahap pembangunan, pengeperasian
maupun penyerahan.

2) Perusahaan Pengelola Proyek

3)

4)

partisipasi pihak swasta dalam PFIP/BCT biasanya diwujudkan melalui
pembentukan sebuah Joint Venture Company yang melibatkan
perusahaan-perusahaan kontruksi, rekayasa, pemasck dan operator.
Perusahaan yang dibentuk berdasarkan usaha bersama ini disebut
Project Company. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut di atas
merupakan pihak-pihak yang aktif terlibat dalam pembangunan dan
pengoperasian peroyek, maka dimungkinkan pula bahwa perusahaan-
perusahaan lain dapat bergabung di dalam Project Company sebagai
pemegang saham non aktif (misalnya bank, investor).

Kreditur (Pemberi Pinjaman Dana/lenders)

pihak ini biasanya merupakan institusi-institusi pemberi dana pinjaman
atau gabungan dari institusi-institusi secam itu (syndicated). Pihak kreditur
ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan
proyek-proyek kentruksi biasa.

Pihak Kontraktor

yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek. Dalam
praktek kontraktor utamalah yang biasanya berkedudukan sebagai
sponsor utama yang memimpin Project Company (Project Leaden).
Resiko yang harus dihadapi dalam pembangunan proyek oleh pihak ini
adalah menyangkut ketepatan waktu, besarnya biaya yang dialokasikan
serta kualitas proyek yang diharapkan.

. -


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5)

6)

Pinak Operator

fungsi dan peran pihak operator terutama dimaksudkan untuk mengelola
dan mengoperasikan proyek setelah pembangunan selesai. Pada
umumnya perusahaan operator adalah salah satu perusahaan sponsor
proyek yang tergabung dalam Project Company.

Konsultan

Proyek-proyek PFIT/BOT akan selalu membutuhkan dukungan
konsultan-konsultan dipelbagai bidang, baik dalam bidang keuangan,
tehnik dan rekayasa, asurans! dan hukum. Dalam proyek-proyek
PFIT/BOT biasanya Project Company mengadakan perjanjian kerja
dengan perusahaan atau kantor-kantor konsultan (artinya pembayaran
fee dan royalties ditanggung oleh Project Company), tetapi dengan
kewajiban utama untuk bekerja sebagai independent consultant untuk
kepentingan pemerintah.

2.3.2.2 Syarat-syarat Pengajuan Build Operate Transfer

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otoriomi Daerah No. 11

Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang Daerah, dalam Manual
Administrasi Barang Daerah Bab VIl pasal 3d. menyatakan bahwa:
Persyaratan pelaksanaan pengguna-usahaan harus memenuhi antara lain:

1)

2)
3)

4)

9)

gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
pokonya;

Pemerintah Daerah tersebut sudah memiliki tanah yang belum
dimanfaatkan;

i?:nélnuntuk pembangunan berikut penyediaan fasilitas tidak membebani
bangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan langsung oleh Pemerintah
Daerah sesuai bidang tugasnya baik dalam masa pengoperasian
maupun saat penyerahan kemktali;

pihak yang menyediakan bangunan tersebut (mitra kerja) harus
mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian:
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8) mitra kerja harus membayar kontribusi ke daerah setiap tahun
selama jangka waktu pengoperasian;

7) penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRW/K):

9) jangka waktu pengguna usahaan paling lama 25 tahun sejak dimulai
masa pengoperasian.

2.3.2.3 Prosedur Pelaksanaan Build Operate Transfer

Berbeda dengan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh
perseorangan atau badan hukum privat, pelaksanaan perjanjian kerja sama
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi prosedur
tertentu. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya yang menjadi obyek
kerja sama adalah menyangkut barang daerah, dimana notabene merupakan
milik masyarakat daerah itu sendiri sehingga harus memenuhi tertib
administrasi pengelolean barang daerah yang diatur dalam Manual
Administrasi Barang Dagzrah.

Dasar pertimbangan pengguna-usahaan barang daerah, yaitu:

1) barang daerah belum dimanfaatkan:

2) mengoptimalisasikan barang daerah;

3) dalam rangka efisiensi dan efektifitas

4) meningkatkan pendapatan daerah:

3) menunjang pendapatan pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah
Daerah.

Prosedur atau tata cara pengajuan pengguna usahaan menurut
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Barang Daerah, dalam Manual Adminisirasi Barang
Daerah Bab VIl pasal 3e. menyatakan bahwa:

permohonan pengguna usahaan ditujukan kepada Kepala Daerah
melalui Kepala Biro Perlengkapan/Kepala Bagian Perlengkapan dengan
dilengkapai data-data sebagai berikut:

1. Akte Pendirian,

2. Memiliki SIUP sesuai bidangnya
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3. Telah melakukan bidang usaha sesuai bidangnya.
4. Memiliki modal kerja yang cukup.
5. Data teknis:
a. Tanah : lokasi/alamat, luas, status, pembangunan saat ini.

b. Bangunan : lokasi/alamat, luas, status/ IMB, kondisi.
c. Rencana pembangunan gedung dengan memperhatikan
(@) KDB (Koefisien Dasar Bangunan).
(b) KLB (Koefisien Luas Bangunan).
() Rencana Pembangunan.
(d) Jangka Waktu Pembangunan.

Setelah menerima proposal atau surat permochonan pengajuan
pengguna usahaan dari Pihak Ketiga tersebut, maka Pemerintaha Daerah
berdasarkan usulan dari Kepala Daerah membeiiuk suatu panitia yang
mempunyai tugas, antara lain yaitu:

1. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan
oleh pemohon;

2. meneliti dan membahas proposal atau surat permohonan yang diajukan
pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan,
besarnya kontribusi atau uang sewa setoran dan hal-hal lain yang
dianggap perlu sesuai dengan bentuk pemanfaatannya, bersama-sama
dengan pihak pemohon:

3. melakukan penelitian lapangan:;

4. membuat Berita Acara hasil penelitian;

5. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala
Daerah;

6. menyampaikan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan
dari Kepala Daerah kepada pemohon:

7. menyiapkan keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan:

8. menyiapkan surat perjanjian, Berita Acara Serah Terima.
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2.3.3 Pengertian Barang Daerah

Pengertian Barang Daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang
Daerah, dalam Manual Administrasi Barang Daerah pasal 2a, vaitu:

semua kekayaan Daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai yang
berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan terlentu yang dapat
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-
tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Pengertian Barang Daerah secara defenitif, tidak dapat penulis jumpai
lagi dalam literatur-literatur lain, kecuali di dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah seperti yang telah dikutip diatas. Menurut
penulis, hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang esesnsial .
karena pada dasarnya penulis merasa cukup mendapatkan acuan dari
Keputusan tersebut,
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BAB IV L
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu
sebagai berikut:

1. Status hukum Pemerintah Darerah dengan PT. Interna Permai dalam
peranian kerja sama pembangunan dan pengelolaan gedung Banceuy
Permal adalah, Pemerintah Daerah Jawa Barat yang nobenenya sebagai
badan hokum publik bertindak selaku otoritas pemberi kontrak sedangkan
PT. Interna Permai yang nobenenya sebagai badan hukum privat
berbentuk perseroan, mempunyai kedudukan sebagai perusahaan
otoritas penerirna kontrak atau tender:

2, Bentuk pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah tunduk pada Bulu Il KUH Perdata tentang perikatan. Tetapi
secara khusus terdapat pedoman terhadap pengelolaan barang daerah
yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
No. 11 Tahun 2001, terdiri atas 4 (empat) bentuk yaitu:

a. Bangun Guna Serah atau Build Operate Transfer:
b. Bangun Serah Guna atau Build Transfer Operate:
c. Bangun Serah atau Build Trnsfer:

d. Kerja sama operasi.

4.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan dlam penulisan skripsi ini adalah:

1. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
harus dapat dijadikan profit center, karena obyek perjanjian tersebut
menyangkut asset daerah yang seharusnya menjadi sumber kontribusi
yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah;

42
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2. Aparatur Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan profesionalisme
di bidang hukum perjanjian dan hukum ekonomi, termasuk dalam proses

penghitungan aset yang menjadi obyek perjanian kerja sama dengan
Pihak Ketiga.
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EURﬂ.‘I‘ PERJEANTIAN, FPEMPANCURAN | DAN - PENGELOLAEN
GEDUNG BANCFUY PERMAT DI JALAN RANCEUY NO. 8
' BANDUNG :

11 3700/ Hule,

Yang bertandn tangan dibaweh ini

1. Ir. Soshoed WP ¢ Wakil Gubermm Kepala Daerah Tingkat I Ja -
: wa Durat, alamat Jalan Diponegoro No, 22
Bandung, yang dalam hal ini bertindalk untuk
dan atas nama Pemerintah Propinsi Daeran -
Tingkat I Jawa Barat, selanjutnya disebut
PIHAK ¥ESATU ' '

2. R0, Suryatin ¢+ Direktur PT, INTERMA FIRMAT, alamat Jalan
Sadewa No. 22 Bandung, yang dalam hal ind
bertindak untuk dan atas nama FT. INTERNA .
FERMAT, selanjutnya disebut FIMAX KEDUA,

Pada hard ind Selasa tanggal tujuh belas April  tahun -
seribu sembilan retus delapan puluh enpat, dengan menperhatikan

1. Surat Gubsrnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Juli 1983

No, 641,5/6016/Aseda I parihal Pelimpahan ex Lembaga Pemagyaralatan -
Banceuy ;

2, Surat Menterd Kehakiman tangeal 25 Agustus 1982 No.m.PL.10.01-
rihal Pelimpahan areal tanah Lembaga Pemagyeralatan Banceuy ;

4y Surat Departemen Kehaldinan tanggal 21 Desember 1903 Wo. A~PL,0L1,01-114
perihal Gambar Perencannan dan Rencana Biaya Rehabilltasi Lembaga Pe-
ragyarulatan Kebon Waru dan Perumahan Pegawadl ;

" Surat Deparmen Kehakiman tanggal 19 Janard 1984 No. EL,UM,04,71,238
Perdibal Permbanmunan Lembayta Peinagyaralatan,

telsh bersefakat untul mengadalan perjanyian dalam ranpka pembanpunan -
dan pengelolaan Gedung Banceuy Panmal Dandung y yang terletak &l Jalan
lanceuy No, B Bandung dan sekitarnya, sebapai pelalsansan Surat Keputus-
an Guberrup Kepala Dasrah Tingkat I Jawa Pavat No, 59382/SK.213-Pen.Un /
1984, dengan ketemtuan sebagal berdilart

08 pe -

Pasal i

(1) Pibak Kesatu dalam kedudukarmya seperti tereebut diatas y mamberikan
tugas kepada Pihaik Kedua dan Pihale Kedua menerima perugasan terwebut
untuk melaksanakan Penmbangunan Gedung Danceuy Permal, yvang terlatak
di Jalan Banceuy No. 0 Dandung dan sekitarnya, deng«n batas-batas -

nya i

Urara tJalan AB C

Splatan ¢ ¢ Jalan Belakang Factiry
Timm i i Jalan Clkapundung Farat
Barat : Jalan Bancewy

(2) Did.al;ﬁjfpuu.l toyeabut pada ayat (1) pasal ind dikecunlikan tansh
yang :Li;ngxmﬂknn pasae loak yang luasnys & 2,900 M2,

(3} I-_-m # @ & b @A s A Ery
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(3) Luas areal termabut pada ayat (1) pasal ini seluruhiya 4 14,000 M2
yang tardird dard ex Lembaga Pemasyarakntan banceuy selims #+ 10,300
M2 dan arwal sekitarmyas + +34700:M2: sesuai garbar tarlampir,
) Pasal 2
Puda areal tnpah tersebut, pada pasal 1 Pihak Kadua atas persetujuan
Pihak Kesatu alkan membangun ¢
a. Pusat Pertokean 4 lantal geluag %.365 M2
D, Perkantoran 3 lantai seluas 5,930 M2 -
¢, Tempat parkir seluas 2.000 M2 :
d. Tasilitas penuniang lainnya yang diperlulean,

5
]

Pasal 3

(1) Untuk pelaksansan penbanmunan tersebut pada pagal Pihak Kesatu ne

bebaglymn tanah beserta bangunan-bangunan yang ada diatasnya e

terletak disskitar tanah
batas-batas sebapaimana tersebut pada pasal 1 ayat (3) dan ayat (2)

Surat Perrjanjian ind, atas beban Pihak Kedua dalam walty 12 bulan
terhitung sejak tangral ditanda tanganinya Swat Perjaniian ind,

(2) Tanah-ianah tersebut diatas umtuk selanjutnya menjadi hak penpelola
4n sepunuhnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedus tidalk adan mengadakan =
tuntutan apapun dikemudian,

(3) Diatas hak pengelolaan Pihak Kesatu atas areal tansh ex Lembapa Pe-
masyarelatan Banceuy Leserta areal svkitarnya tersebut Pada ayat(?2)

rasal ini, kepada Pihak Kedua dapat diberdkan Hak Guna Pangunan ge-
lama 30 (tiga puluh) tahun, sesuail dengan peraturan perundang-un -
dangan yang berlaku,

Pasal 4

(1) Disamping pelaksanaan pembangunan dimaksud paca pasal 2 atas perin
tnlix Plhak Kesatu, Plhak Kedua bersedia untulk : j i

4., Melalsanakan rehabilitani Lembaga Pemasyaralatan Keben Waru
yang terletak di Jalan Jakarta Bandung dengan periiraan dan
beatel terlampin, .

b. Membangun perumihan dinas untuk Pegawal Departeman Kehakiman : _

- delat Lembaga Penasyarakatan Keber, Waru sebanyak 2 ( dua )
buah type C, .

= dikompleks Lembaga Pemasyarekatan Jalan Sukarmo Hatta Dan-
dung sebanyak 25 ( dua puluh lima ) buah type 335,

¢. Malndganakan rehabilitasi rumah taharan POMDAM dan POMGAR  df -
Jalim Jawa Bandung dengan biaya dan beatak nebugaimana terlam-
pin, -

d. Meryedlakan 3 (tiza) buah mobil Toyota Kijang,.

(2) Pelakmaraan .......

i
]
1
|
|
|
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(2) Pelakmpnaan pembangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus se-
lenal paling lambat dalam waktu 12 bulan terhitung sejak tangpal
ditanda tanganinya Surat Parjaniian ini.

Pasal )

Paleksunaan semis pekerjaan tersebut pada pasal ? dan paeal 4 Surat -
Perjaniian ini harus menurut/sesual dengan

a. Carbar, rencana dan syarat-syarat (bestek en Voorwaardan) berikut

tambahan, perubahan, yang disetujul oleh Pihak Kesatu pecara tertu-
145 .

b. Algemoana Voorwaarden Voor de Ultvoering bij aamwijzing Van open-
bare werken in Indenesia (A.V) yvang disahkan dengan Couvernements
Besluit tangpal dua puluh delapan Mel seribu sembilan ratus  empat
puluh eatu (Bijblad 145571)

¢. Mlgemeane Voorwaarden Voor Electriaiteit ( AVLE )

d. Peraturan umum umtuk pemeriksaan bahan-bahan bangunan pada perye -~
lengraraun bangunan di Indonenia tahun 1965/serdbu sembilan retus
lima puluh lima (PU.B )

e. Peraturan umm baton bertulang ¢i Indonesis tahun 1971/serdibu | sem

bilan reatus tujuh puluh satu ( P,B.I 1971 )
f. Peraturan keselamatzn kerja setempat ;

*

g, Peraturan perencanann dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banchung

1. Peraturean-peraturan lainnmya yang dikeluarkan oleh Pamerdintah dan Pe

mexirrtah Daerah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut diatas

. serta peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentusn setempat yang
berlaku,

Pasal B

Jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut sajak darl persiapan sampal
dengan penyalesaian/panyerahan bangunan oleh Pihak Kedua kepada Pihalk
‘Kesatu diperkirekan 0 (empat puluh delapan) bulan ternitung sejak per
4anjian ditanda tangani dengan perincian sebagai bexdlaut !

- penyelssalan gambar bastek berdlart segala periiinan yung diperlukan
darl Pemerirtah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan
Pemerdintah Xotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta penyelasalan/ -

pengosangan penyewa/penghuni dan persiapan lapangan ternmasuk penbong

karen, peratasn tansh dan pembangunan bowskit selama 12 (dua balas)
bulan terhitung sejak perjanjian ditanda tangani

- Pelaksanasn pekerdaan fisik banmuman selana 36 (tiga puluh enam) bu-
1an techitung sejak surat porimtah pelaksanasn pekerjasn dikeluarkan
olah PM ¥asaou,

v
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

5;1 - il. -~
:‘, Pagal® 7
g
Blayn/dana diperlukan dalam palaksansan palixuh proyek tersebit

mmﬂmmjmmmmmmmm -
dengan gumbar/bestak rencana dan sysrat-syaret lain yang ditetapkan

berdansyican pereturan-pevaturan dan perundang-undangan yang berlaku |
Pﬂukwwgguhndmanynmnzdkndhihmrih:kK--

satu slgan Menyediankiy) dana sebesarm Rp. 300.000,000,~ (tiga ratus juta
ruplah) janinan atag Jamanggupan Pihak Xedua terhadap perdan-
3ian ind dan akan disetorian kepada Bark Penbangunan Dasrah Jmsa Ha -
rat atas nama Pihak Kesatu dan Pihak Xedua, dan hal tersatut harug -
oudah dilaksanaken selambat-lambatrga %0 (tiga puluh) hard setalah -

Surat Perdmtah Karda (SPK) dikeluarkan oleh Pihak Xesatu kepada Pihak
Xadua i

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersefakat dan karensnya mangilat dird
satu sama lain delem perjaniian ind, bahwa dana tersebut pada ayat
(2) diatas dopat dicairkan untuk pemblayann pelaksanuan
tulah voluma pekerioan mencapal 50 % (Lima puluh jrosen)

Papal 8

Pihalk Kesatu dan Pihak Kecdua telah bersefakst bahwa Pihak Kesdua atas
tanggung Jawalrya cendirl seperuhnya dengan segala aldhatnya, diberar
kan untuk mangangkat atau maruniuk badan/orang lain sebagai relan/
kawan yang mambartu Pihuk Kedua dalam melaksanmian perdaniian kera
sama pambangunan tarsebut pasal ? dan pasal 4 baik yang menyanglut -
investusl maupm pemagaren, dan apabilu Pihale Xacua tidal dapat me -

laksenekan paminjukan sebagaimana dimaloocud diatas, Plhak Kenatu akan
mennbanbuma

Pihak Kedua tidak dibenmkan urtuk mongalihkan Jerda sama {nd ¥epada
.Fﬂ'ﬂk luin.

Pagal 9

Pihak Kesatu dan Pihak Kodua bersefakat urtuk malaksansken dan urtuk suk

susnya penbangunan tersebut parlu diselesailan terlebil dahulu pekerdjaan
tergsebut pada pazal |, -

(1)

(2)

Pasal 10

Gedung Bapceuy Permal Bandung yang sudeh pelesal. dihangun oleh Pihak
Kadua dan memenuhl gegala persyaratan dengan serdirinya menjadi milik
Pihak Kasatu dan kepada Pihalk ledua diberi hak urtul mangelola selama
30 (tiga puluh) tatun |

Pihak Mesatu memnjue Pihak Kadua neluahukan pengelolasn dan panasar—
an dard. baglan-baglan/ruangan-ruangsn Gedung Dancedy Permal Dandung

yang sudah sealesal/sabagian velesel kepada Pihak Xetiga atas nama -
Pihak ¥agatu,

"uatmmmm Trosed’ pemonaTaTn ini alean dlatur dilam ketentusn tear
sendird. ymng merupakan bagian penting dard perjanjian ini yang tidak

dapat dip?rulﬂun._

(3} Pﬂ'\fﬂ{ Bt EE bR AR BB E e

A =~ e ¥
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(3)

(1)

(2)
(3

(1)

(2)

(2)

(3)

= E'5

Pihak Xesatu dan Pihak Kedua bersefakat bahwa untulc merengsang Pihak
Ketiga dalam pemasaren sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (2)
kepacla Pihak Ketiga akan diberikan hak pakal untuk paling lana 230

(tiga puluh) tahun bagi baglan/ruangan yang bersifat perkantoran dan
pertolcan,

Setelah masa waktu habis pemakaian dibesi prioritas untuk memperpar..
Jang hak pakainya dan dapat mengajukan perpanjangan haknya sesuai
dengan ketentuan yang berlalu dengan pergyaratan yang akan ditentu-

kan kemudian hard oleh Pihak Kesatu selaris dengan pasal 12 ayat (2).

Pagsal 11

Setelah Hak Guna Bangunan beralhir maka hubungan dengan Pihak Ketima
yang magih berminat diatur selaras dengan bunyi pasal 12 ayat (2)

Tempat paridr akan dikelola sepemuhnya oleh Pihak Kedua

Pihak Kedua alan memperoleh penghasilan dard dana pengpantian biaya/

konstrukal ditambah keuntungan yang layak dari calun pemakai tvmpat/
ruangan dard Plhak Ketipa,

Pagal 12

Perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan Gedung Eancéuy Per
mai PFandung ini beralhlr dengan sendirinya bilamana walctu 30 (¢ tipa
puluh ) tahun selesal ; '

Setelah 30 (tiga puluh) tahun pertama berakhir maks untuk pengelola
an selanjutnya ditentukan kemudian dalam eurat perianiian tersendiri
dan kepada Pihalk Kedua diberi prioritas utama.

. Fasal 13

Dalam rangka penyerahan hak pengelolaan atas sebidang tanah  seluas
5 Ha dari Pihak Kesatu yang terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Ci-
manggis, Kabupaten Dacrah Tingkat IT [opor kepada Departemen Kehaleim

an, nvlar penyelesalan adninistrasi dan punblayaarnve dibebankan lke-
pada Pihak Kedua ;

Pemanfastan tanah tersebut harus sesual den
getujul Pihak Kesatu

Setelah bangunan selesai, mala Pihak Kedua akan menyerahkan ruanpan
banpunan pertakoan peluas + 500 (lima ratus) M2 kepada Pihak Vesatu

yang pengiaturan pengpunaan sepenuhnya menjadl kewerangan Pihak e
satu.

fAn rercana yanp telah di

e ——
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Pasal 14 o

Pihak thmﬁ: dan Pihak Kedun bersufakat balwa perjaniian keria sama pem
“penmumnan Gefung Banowuy Permad Bancung ind tidak alan berubah bila ters
jadi perybghen pimpinan balk Pihak Kesatu maupun Plhak Kedus,

Panal 1§

Pihak Kedua diwajibkan untuk mengasuransilan Proyels Pembangunan Gedung
Pancewry Permal Bandung dengan baban Pihak Kedua dan atay Pilhak lainnya
vang bertak,

Pasal 16

(1) Perjenjian kerda sama pembanguran Gedung fanceuy Permal Bandung -
ini dapat dibatalkan secara seplhak oleh Pihak ¥esatu apabila Pi-
hak Kedua tidak manyetorkan uang jaminan terasbut dalam nasal 7 ;

(2) Bilamena Pihal: Kedua oleh sebab yang kurang dapat diterima secara
wajar melalkan/menyelesailan keseluruhan bangunan Gedung Bancewuy
Formad Banchng ind, tidak tepat pada walkturya, sehinppa sampal la-
lambatan tiga bulan 1 walctu yang telah ditentulan, maka Pihak
Kadua dikervdan denda sebesar 1 o/oo (satu proidl) poer hard dard
slsa pekeriaan yang belum diselesaikan, sedsngkan terhadap lainnya

;:;:ap barlalu pasal-pasal lain dard gurmt perjaniian kerda sama -
i

(3) Bilwnana Pihak Kedus tidak melakulkan teknis pelaksaraan pembangun
an menurut ketentuan yang berlaku sesuai pasat 5, mala Plhak Kedua
harua manggantl biaya sendiri atas pelaksanaan tiknis tersebut -
dengan tidak menjadi beban investasi dalmn provek ind

(4) Dalam ksadaan hal-hal tersebut diatas digebabkan gdarya force ma-

yeur maka akan dipertimbangkan sepenuhnya sesual ketentuan vang
berlaku, '

Panal 17

lial-hal yang tidak atau belun diatur dalam perdaniian polok ind akan
diatur dan ditentukan secara terparincei oleh Pihsk Kesatu dan Pihak
Kedua dalam perjaniian tanbahan (addendum) yang merupakan baglan -
vang panting .dan tidak dapat dipisahkan dard perjanilan pokok ind,

Bilamana kelak terdapet parnelisihan/persengkataan dalam pelaksanaan
purdaniian ini, maka Pihak Kesatu dan Pilak Ksdua bersefakat untuk

mancarl pargslesaian melalul Arbitrage yang terdirl darl sworang -
Wakdl Pihak Xesatu, seorang Waldl Pihak Kedus dan pecrang Pihak Xe -
tiga yang disefakati kedua belah pihak,

Pﬂﬂ-ﬂl 13 R

—
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Papal 18

Plhak Yenatu dan Pihak Kedua barsefakat dan karenanya nengikat dird
dalam pardaniian ind, tidak akan menundulkkan dird techadap ketentuan
yang termuat dalam passl 1266 dan panal 1267 KKdtab Undang-undang

Huam Pardata dalam setlap penyelesaian rerselisihan antara Pihak -
Kepatu dan Pihelk Kedua,

Untuk segala urusan mengenadi perjaniian inl dengan sepala akibatnya
kedua pihak memilih domdieili yang tetap dan wwum di Kantor Panitera
Pengadilan Negerd di Randung,

Demndlcian perdjaniian ini, dibuat dan ditanda tangand di Pun -
dung, eerta mulal berlaku sejak hard dan tengral tersebut diatay, -

PTHAX XEDUA - ' / PTHAK JESATU

YL SOEHOED WF.-a/
Y7 NIE, 130177029,
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BERITA ACARA SERAH TERIMA
RUANGAN PERTOKOAN DI GEDUNG BANCEUY FERMAI

. ; R
NOMOR : 0B4/INT/Dir-BAST/X/98- mev Yk
511.22/331/PLK

Pada hari ini, kamis tanggal 1ima’ belas bulan Cktober tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (15-10-1998),

yang

bertandatangan dibawah ini .
I. IRWAN WINATA i Direktur PT. Interna Permai,
berkedudukan . . di Bandung,

Gedung Banceuy Permai Lantai V

Jalan Banceuy Nomor B, dalam

hal ini bertindak untuk dan

atas nama PT. Intsrna Parmai,

eelanjutnya * disebut PIHKE
- KESATU,. RN

IT, Drs. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN : Asisten Administrasi Setwilda
TIngkat I Jawa Barat, berkedu-
dukan di Bandung, Jalan Di-
pPonegoro Nomeor 22, dalam .hal
ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Propinsi
Dasrah Tingkat I Jawa Barat,

selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.,

dengan ini sepakat untuk melaksanakan seral terima ruangan
pertokoan seluas 624 m2 terletak di Gedung Banceuy Permai Lantai
IV, Jalan Banceuy Nomor B Bandung, sesual gambar terlampir vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini,
sebagal realisas! dari Pasal 13 Ayat (3) Surat Perjanjian Kerja-
Sama Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Banceuy Permali di Jalan
Sanceuy Nomor 8 Bandung Nomor 011/3700/Huk tanggal 17 April 1984
dan hasil kesepakatan lisan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanggal

18 Mei 1993 sebagai kompensasi atas keterlambatan penyerahar
ruangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
menerima dari PIHAK KESATU, ruarngan pertokoan seluas 824 m2
terletak di Gedung Banceuy Permai Lantai IV Jalan Banceuy Nomor
3 Bandung, sesuai gambar terlampir Yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini. *

KEDUA
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Pasal 2

fejak serah terima ini segala hak dan kewajiban vang melekat
atas ruangan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Berita
Acara ini, beralih menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima. ini dibuat dengan sabe-
narnya, dalam rangkap 3 bermeterai cukup untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. -

HAK KEDUA,
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepun : 432448 - 433347 - 430963
BANDUNG -40115

e
Jundung, 31 Desember 1998,
al ; Penting.
rajal  : Segera.
mor  : 511.,22/3474/Huk KEPADA
mpiran :
rihal @ Angkeran Surat Tangpal Y [H, SDR, DIREKTUR PT. INTERNA
13 Nopember 1996, PERMAI
L
BANDUNG,

Menyusul surat kami tanggal 13 Now ivher 1996 Nomor 511.22/3972/Huk perihal
Angkeran surat tanggal 16 September 1996 Moo 31 1.22/3220/Huk, yang sampai saat ini
Saudara belum menyetorkan uang sewa sebnoni konpensasi atas keterlambatan penyershan

ruang periokoan tersebut sebesar 1S § 121.680 ke Kas Daerah,

Sehubungan dengan hal terseb: . .is viminta agar Saudara dapat segera
menyetarkan uang sewa tersebut ke Kas i:eciu. i it Jabar Jalan Braga Bandung dengan
pasal anggaran penerimaan lain-lain Nepsor 123,190, dan tanda buki selorannya
disampaikan kepada kami melalui Tim ‘¢ s @ vasan dan Pengendalian Masalah

Perijinan Pertanahan di Jawa Barat,

Demuikian kiranya maklumdan . i, e diucapkan terima kasih.
T Tt H ) KEPALA DAERAH TINGKAT
JTAWA BARAT.
:N'"”'.f:‘:“‘ i, i
,)f: — O Wilavah/Dacrah, j?

)
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] fina Utama
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SIFAT
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NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

['Jmtg.«:m.-l Ui

24 Juni [ag,

. Penting.
. Segera, KEPAD A

511.22/1396/Huk,

YTH. SDR. DIREKTUR PT. INTERNA PERMAI
DI
EANDUNG

Menunjuk Surat kami Nomor 51 1.22/3972/Huk tanggai 13 Nopember 1996,
Nomor 511.22/3220/Huk tanggal 16 September 1996 dan Nomor §1 1,23/3474/Huk
tanggal 31 Desember 1998, untuk terakhir kaliaya kami mengingatkan kemibal] agar
Saudara segera menyetorkan uang sewa scbagai kompensasi atas keterlambatan
penyerahan ruang pertokoan sebesar USD 121.680 ke Kas Daerah Propinsi Dagraly
Tingkat I Jawa Barat di Bank Jabar Jalan Bragu Bandung dengan pasal anggaran
penerimaan lain-lain Nomor 1.2,5.190, selanjutnya tanda bukti setoran dimaksud
disampaikan kepada kami,

Disamping itu, sesua kesanggupan Saudara sebelumnya, diminta agar
pembebasan lahan seluas 3.700 M2 yang terletak di Jalan Belakang Factory Bandung
sebagai pengganti lahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat T Jawa Barat 15.000 M2
yang terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Daerah Tingkar [1
Bogor, dapat dilaksanakan secepatnya,

Karai berharap Saudara dapat segera memenuhi kewajiban tersebut di atas,
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Sural ini. Apabila
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Saudara masih belum melaksapakan kewaiiban,
kami menyarankan cara penyelesaian permasalahan melaly] Arbitrage sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian Kerjasama Nomor 001/3700/Muk tanggal 17
April 1984, dimana kepentingan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat akan
diwakili oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tingai Jawa Barat.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DAERAH TI NGKATI
JAWA BARAT
Walkil,

gt
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SHawa PBaat

Bandung, 10 Agustus 1995,
¢ Penting, )
. Segera. KEPADA
: 593/2088/Huk,

YTH. SDR. DIREKTUR PT, INTERNA PERMAL

: Lahan Penggantj

DI

BANDUNG.

Menanggapi Surat Saudara Nomor 092/INT/Dir/V1I/99 tanggal 24 Julj
1999 perihal Sommasi Terakhir, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikur -

I, Mengenai perhitungan sewaan, setelah kami cek kembali baik administratif
maupun fisik dilapangan, kami dapat menerima perhitungan Saudara sesua
sommasi kami tanggal 16 September 1996 dan 13 Nopember 1996 yaitu
sebesar USD 74.880. Kami menyadari bahwa sommasi terakhir memasukkan
perhitungan sewa dari bulan Mei 1993 sampai cengan bulan Oktober 1998,
padahal sejak bulan April 1996, ruangan bagian Pemerintali Daerah tidak
Saudara manfaatkan atau disewakan kepada pihak lain,

2. Mengenai kesulitan Saudara untuk membebaskan lahan seluss 3,700 m?
(berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.32-104
tanggal 9 Pebruari 1989 seluas 3.475 m?) yang terletak di Jalan Belakang
Factory Bandung sebagai pengganti lahan Pemerintah Propinsi Jawa Barat
seluas 15.000 m? yang terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimangais,
Kabupaten Bogor, kami dapat memahaminya. Mengenai lahan pengeanti
yang Saudara usulkan yang terletak di Kecamatan Ujurgberung Kota
Bandung, setelah diadakan peninjauan ke lapangan, kami berpendapat bahwa
lahan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan sebagai lahan penggant,
mengingat lokasinya kurang strategis dan dikhawatirkan sulit  untuk
pengawasan dan pemberdayaan asset tersebut.

Alas dasar pertimbangan tersebut, kami menyarankan lahan pengganti
tersebut dicari di lokasi lain yang memungkinkan untuk lokasi kantor, [Kepastian
mengenai lahan pengganti diharapkan sudah dapat kami terima paling lambat 2
(dua) minggu setelah tanggal Surat ini.

Demikian untuk menjadi maklum,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TIN GIFATI
JAWA BARAT
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" wmplt 33, Banceuy No.8. Bandung 40111
dntar. Gedung Parkir Lt, v ! |
. Telp,, (022) 4200454
Fax. (022) 4332215 '

s, o i e bt B

Bandung , 15 iMgii 2001

: 028 /PT,INT /1/2001 KEPADA
------ - YTH .BAPAK SEKRETARIS DAERAH
: Lahan Pengganti : PROPINSI JAWA BARAT.

JI, Diponegoro No, 22 )
] = e
BANDUN G, '

Dengan hormat |

Menindaklanjuti surat Bapak tanggal 10 Juni 2000 No.593/564/Huk
Perihal : Lahan Pengpanti, dimana dalam rangka penyelesaiannya Bapak
telah memberikan 3 ( tiga ) alternatif sebagai berikut : ;

1. Mengembalikan lahan Pemerintah Propinsi Jawa Barat seluasi5.000 m2
yang terletak di Desa Cibubur,Kecamatan Clmanggis ,Kabupaten Bogor

2. Menganti lahan schagaimana dimaksud pada butir | diatas,dengan lahan |
lain yang berbatasan dengan lahan Pemerintah Propinsi Jawz Barat .

3. Mengganti lahan sebagaimana dimaksud pada butir | diatas , dengan se-
jumlah vang sesuai harga umym setempat yang berlaku pada saat inj di-
Desa Cibubur , Kecamatan Cimanggis , Kabupaten Bogor .

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas , maka bersama jni kanii
menyampaikan kepada Bapak ,bahwa altematif yang kami tempuh sdalah
alternatif pada butir 1 diatas yaiju mengembalikan lahan Pemerintah Pro -
pinsi Jawa Barat seluas 15,000 m2 yang terletak di Desa Cibubur , Keca -
matan Cimanggis , Kabupaten Bogor , namun untuk penyerahan sertipikat
atas lahan tersebut kami mohor waktu selama 6 bulan sejuk surat ini , ka-
rena pada saat ini kami sedang melakukan negosiasi dengan pemiliknya ,

. Eﬁﬂﬂ
é“.

Demikian , atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih . :
P8

i Kami,
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£ AL LvA AN ana iy Afvia L acisy ;-u....: A i s o
SEXRETARIATDAFYRAH
Jalan Diponegoro No. 22 Telepon 1022; 4232448; 4233347, 4230063
BANDUNG 40115

Sifat
Derajat
Nomor

Perihi

Peating Handung, 27 Judd 2001
Segera
: 583/16 24 Euk Kepads
. Lahan Penggand Yth Sdr. Direlur FT. Interna Perma
Jalan Banceuy Nomor &
Bandung 4011

Menangeapi Surat Szudare Nomor 028PT INT1200i Lmggal
15 Me: 2001 perihal Lehan Pengganyi, “apat kami kemukakay hal-hal
szhagni berikug -

1. Kami menyambut baik kesanggupan Saudars wituk mengembalikan
laban Pemerinal, Propinsi Jawa Barar selyms 15.006 M2 yang
(erletak di Dess Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupeten Bogor.

14

Sesuaj dengan kesanggupan Saudars sebagaimany dinyatnken dalam
Suret Saudsras dimaksud, Serifikat lahan seluas 15000 M2 yany
terletak di Degs Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor
harus selessi dan diserahkan wepada Pemerimah Propine: Jaws Baray
selambat-lambetnvs pads tanggel 15 Nopember 2001

Lea

Penyerahan sebigaimana  dimaksud Pada butir 2 dilaksanakan
dengan Berita Acars Serah Termma,

Demikian Rirenva makiun

GRSE ERNUR JAWA BARAT
Sxreiaris Daerah,

%/
0 BANNY SETIAWAN, A1§)

= Pembina Utamas

NIP, 010 054 258
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BERITA ACARA SERAH TERIMA | - . oy T
NOMOR : O35/PT.INT/BA/1/2002 e \1

Pada hari ini Keuis tanggal empat belas bulin Pebruss tahun dua nbu
dua, kami yang bertandatangan di bawals ini -

1, ERWAN SENTOSA TOHANA i Berdasarkan surat kuasa tanggal 20
Agustus 2001 bertindak untuk dan atas
teuna PTL [nterna Permai berkedudukan
di  Baudung JI Banceuy No. 8,
selo oty disiehal PTHAK KIRSATU,

2. Drs. H. A. NUGRALIA M, MM oot Mo Pevlengloepan Selo il
choerade Propiosd dows Bl dalam hal
Wi Bertindade ek dan alas nania
Cinherae Jawn Bamt berkedudukan di
Bemdbing - dl - Diponegomn  No. 22,
Seloopitnya dicebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PHIAL KEDUDA nngilalim sembh terima dengan
ketentuan sebagai berikut -

Pasal |
PIHIAK KESATU enyeralikan kembali leprdn PHIAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA meperima dari PIHAK KIESATL i sebkling tanale dost beserta
1 {satu) bual sextifila e dantin sebsiigs i ber il

s PO i
Lolasi v Besa Bogomkod Kecain Clinanggis Kot Depole.
Sertifikat ¢ HGB Nomor O 1) Langeal ¥ Agusiug 2001

Pasal &

Scgala sesuatu yang telah ditering oleh AR KESATU dan PIHAK KEDUA
schubungan dengan tanah dan bangunun  yong (eoletak di Jl Belakang
Factory Bandung dan tanal teeletale i Desa Hagjemukh Kecamatan
Cimanggis Kota Depok kembali kepada masing wasing Pihak.

Demikian Berita Acara Serali Terima iui dibuat dengan sesungguhnya
dalam rangkap 5 (Hma) i atas materni secukupnya untuk dipergunakan
schagaimana mestinys,

A, NUGERAHA M, MM
bina Utsina Muda

NIP, 010 068 523 %“
{

& I‘

.
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